
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakangPenelitian 

Pemerintahdalammenjalankanrodapemerintahannya, agar 

efektifdanefisienmakamenetapkankebijakandesentralisasi,denganditerbitka

nUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 dengan perubahannya sampai 

tahun 2008makaditetapkanUndang-UndangNomor12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Salah satunyayaitumengakuiadanyaotonomi yang 

dimilikiolehdesadankepaladesadapatdiberikanpenugasanataupunpendelega

siandaripemerintahmaupunpemerintahdaerahuntukmelaksanakanurusanpe

merintahantertentu, 

sertamenjadisuatutolakukurbagipemerintahdesauntukmenyelenggarakanpe

merintahdesa di daerah. 

SebagaitindaklanjutdaripemerintahmakadikeluarkanyaUndang-

UndangNomor 06 Tahun 2014 

tentangDesasebagaiperubahandariPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 

2005 

tentangDesamemberikanpeluangbagidesauntukmenjalankanotonomidesase

caraluasdanmandiri di daerah, 

karenabetapapentingnyadesasebagailembagaterkecil di 

dalampemerintahandaerahgunamewujudkankesejahteraanmasyarakat di 

perdesaan.Penyelenggaraanpemerintahanotonomi yang 
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sedangdikembangkanditengah-

tengahmasyarakatdenganasasdesentralisasitersebut, 

tentunyadiharapkandapatlebihmeningkatkanderajatkesejahteraanmasyarak

atsecaraberkeadilan.Artinyawargamasyarakatmampumelaksanakan proses 

demokrasi yang lebihbaikmelalui forum-forum musyawarah. 

Penyelenggaraanpemerintahdesa di 

DesaLanganBarumerupakansalahsatubentukpenugasandanpendelegasian 

yang diberikanolehpemerintahdaerahKabupaten Kapuas 

HulukepadaPemerintahDesaLanganBaru, 

dalamrangkapenyelenggaraanotonomidesa agar 

dapatmemberikanpenggaruh yang 

positifterhadapkemajuandaerahKabupaten Kapuas Hulu, 

terutamadalammelakukanidentifikasipotensisumber-sumberpendapat di 

daerahKabupaten Kapuas Hulusecaramandiri. 

Adapunotonomidesainidiharapkanmampuuntukmeningkatkankesejahteraa

nmasyarakatKabupaten Kapuas Hulu, 

terutamadalammenyelenggarakanpelaksanaantugas-tugaspemerintahan 

yang berkaitandengantugasdanfungsipemerintah di 

DesaLanganBaru.Adapunpedomanpenyelenggarapemerintahdesa di 

Kabupaten Kapuas HuluadalahPeraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 

tentangOrganisasiPemerintahDesa.Peraturandaerahtersebutmerupakantuga

sdanfungsipemerintahdesa. 
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Tugasdanfungsi di dalamPeraturanPemerintah Daerah Nomor 03 

Tahun 2007 

inimerupakanpedomanpemerintahdesadalampelaksanaantugaspemerintaha

ndesa di DesaLanganBaru, yang mana di 

dalamnyasudahjelastugasdanfungsipemerintahanterutamakepaladesapimpi

nanpemerintah di tingkatdesa, padapasal 3 ayat 1  menyatakanbahwa:  

kepaladesamempunyaitugasmenyelenggarakanurusanpemerintahan, 

pembangunandankemasyarakatan; kemudianpasal 13 ayat 1 

menyatakanbahwa:sekretarisdesadanperangkatdesalainnyamembantukepal

adesadalamtugasdanwewenangnya. 

Kemudianterdapatbeberapafungsiperangkatdesayaitusekretarisdesa: 

pengurusansurat-menyurat, kearsipan, rumahtanggadanprotokol; 

melaksanakanadministrasikeuangan, 

perlengkapandanadministrasiperangkatdesa; 

pengumpulandanpengolahanrencanakegiatanmasing-

masingkepalaurusandanpembuatanlaporanperkembanganpelaksanaantugas

nya. Kemudiansetiapkepalaurusan (kaurpemerintahan, kaurpembangunan, 

dankaurumum, agama dankesra) fungsinya: 

menyusunanrencanakegiatanurusanmasing-

masing;pengumpulandanpengolahan data 

pokokdibidangnya;menyelenggarakankegiatanadministrasidibidangmasing

-masingdanmembuatlaporanperkembangan.  
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Berdasarkanhasil terkait fenomena responsibilitas dan 

akuntabilitas, terdapatfenomena yang 

terlihatdariPemerintahanDesaLanganBaru, fenomena-fenomenayang 

ditemuiolehpenelitidi 

DesaLanganBaruyaituketerlambatandalampembuatandanpenyerahanlapora

nakhirpelaksanaanalokasidanadesa 

(ADD)darikepaladesakepadabupatimelaluicamatsetempat, 

minimnyadokumenatauarsip di Kantor DesaLanganBaru berupa peraturan-

peraturan desa, sertabelumlengkapnyaadministrasidesamengenai data 

kependudukandalambentukprofil dan monografidesa. 

MengacupadaPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 

tentangDesa, alokasidanadesa (ADD) adalahdana yang 

dialokasikanolehPemerintahKabupaten/Kota untukdesa yang 

bersumberdaribagiandanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang 

diterimaolehKabupaten/Kota. Pentingnyapembuatanalokasidanadesa 

(ADD) iniyaituuntukpemerataanpembangunan, meningkatkanpartisipasi, 

kesejahteraansertapelayananmasyarakat. Fenomenapermasalahan yang 

ditemukanpeneliti yang 

menjadipenyebabketerlambatandalampembuatandanpenyerahanlaporanalo

kasidanadesa (ADD)diantaranyayaitukurangnyakerjasamaantarkaur, 

SekretarisDesajugaterlambatdalampengumpulanlaporankesetipkaur-kaur. 

Penelitijugaterjunsecaralangsungkelapanganmelihatkondisi di 

Kantor DesaLanganBaru,telihatminimnyadokumenatauarsip berupa 
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peraturan-peraturan desa yang 

dimilikikantorsertaprofildesadanmonografidesa yang 

dimilikiolehdesaLanganBaruternyata  data yang 

dimilikibelumakuratdanlengkapmengenaiadministrasikependudukandesa. 

Penyebabterjadinyafenomena-

fenomenainiyaitukesibukanaparatdesasebabmerekajugamempunyaipekerja

anpokokselainmenjadiaparatpemerintahdesa. Ada yang 

bekerjasebagaiswasta, bertani, berkebunsertapenyadapkaret. 

Pentingnyaprofildesadalampenyelenggaraanpemerintahdesa, 

dapatbergunauntukmengetahuipotensi-potensimengenaidesa agar 

denganterbukanyainformasitersebutdapatmembantupemerintahdalamprose

s pengambilankeputusan. 

Profildesajugasanganbermanfaatdalampenyusunanrancanganmaupunevalu

asipadapelaksanaanpembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Berkaitandenganmasalah yang telahdigambarkan di 

atasmakapenelitiperlumemfokuskanpenelitianini agar 

sesuaidenganmaksuddantujuandaripenelitian yang akandilakukan. 

UntukitujudulpenelitianadalahKinerjaBirokrasiPemerintahan di 

DesaLanganBaruKecamatanEmbalohHuluKabupaten Kapuas Hulu. 

 

1.2. FokusPenelitian 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telahterlihat di 

PemerintahanDesaLanganBaru,tentunyasudahmenjaditugasdariakademikat
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ermasukmahasiswauntukmemberikansolusi agar 

pelaksanaantugaspemerintahanaparaturdesadapatberjalansecaraefektifdane

fesien. Berdasarkanlatarbelakangpenelitiandanfenomena-fenomena yang 

penulispaparkandalamlatarbelakangserta agar 

penulisaninitidakmeluasmakapenulismengambilfokuspenelitianpada: 

kinerjapelaksanaantugaspemerintahandesabelum optimal yang 

dilihatdariindikator/aspekkinerja:responsibilitasdanakuntabilitasmenurutD

wiyanto(dalamSembiring, 2012:98-99). 

 

 

 

1.3. RumusanPermasalahan 

Berdasarkanuraian yang dikemukakanpadalatarbelakangmasalah, 

maka yang akanmenjadirumusanpermasalahandalampenelitianiniadalah 

“Bagaimanakinerjabirokrasipemerintahan di 

DesaLanganBaruKecamatanEmbalohHuluKabupaten Kapuas Hulu 

khususnya dilihat dari aspek responsibilitas dan akuntabilitas?” 

 

1.4. TujuanPenelitian 

Berdasarkanpermasalahan yang telahdirumuskan, maka yang 

menjaditujuan yang ingindicapaidalampenelitianiniyaitu: 

1. Untukmengetahui responsibilitaskinerja birokrasi pemerintahan di 

DesaLanganBaruKecamatanEmbalohHuluKabupaten Kapuas Hulu. 
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2. Untukmengetahui akuntabilitaskinerja birokrasi pemerintahan di 

DesaLanganBaruKecamatanEmbalohHuluKabupaten Kapuas Hulu. 

 

1.5. ManfaatPenelitian 

1.5.1. ManfaatTeoritis 

Penelitianinidiharapkanbergunauntukperkembangandanmenambahi

lmupengetahuan, khususnyailmupemerintahanyaitu yang 

berhubungandengankinerjabirokrasipemerintahandesa. 

 

1.5.2. ManfaatPraktis 

Adapunmanfaatpraktis yang 

dapatdiambildanditerimadariadanyapenelitianiniadalah: 

1. Dapatmengaplikasikanteori yang didapatkandengankeadaansebenarnya 

di 

lapanganataulokasipenelitiansehinggadapatmenilaidanmengungkapkan

fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan. 

2. Sebagaibahanmasukanbagiaparatpemerintahdesauntukmengoptimalkan

kinerjapelaksanaantugaspemerintahan. 

3. Sebagaiwacanauntukdapatmenjadibahanreferensibagipenelitilain yang 

inginmengkajimasalahkinerjapaksanaantugaspemerintahansecaramend

alam. 
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